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Abstrak
 

Lelang memiliki fungsi publik dimana pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang akan memperoleh

suatu kepastian hukum dari pejabat lelang dalam kepemilikan objek lelang. Namun dalam praktek

dilapangan terdapat permasalahan seperti adanya gugatan terhadap objek lelang, adanya kekeliruan terhadap

kantor lelang dalam pelaksanaan lelang dan keabsahan objek lelang itu sendiri. Permasalahannya adalah

bagaimana objek lelang tanah HGB di atas HPL, bagaimana perlindungan terhadap pemenang lelang terkait

pencabutan ijin pemanfaatan tanah asset pemerintah, dan bagaimana hasil putusan PTUN

No.11/G/2009/PTUN.Dps menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis penulis

adalah objek lelang HGB No.80/Desa Kesiman Petilan di atas HPL No.2/Desa Kesiman Petilan tidak

mendapat ijin tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan untuk menjaminkan HGB kepada pihak ketiga

sehingga PPAT sebaiknya menolak pembuatan APHT karena tidak memenuhi data yuridis.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang karena pencabutan ijin tersebut tidak diikuti

permohonan pembatalan Hak Pengelolaan. Maka Hak Pengelolaan masih tetap ada, sehingga pemenang

lelang masih dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai jangka waktu HGB tersebut

masih berlaku. Hasil Putusan PTUN No.11/G/2009/PTUN.Dps telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

<hr>

Auctions have a public function where the parties declared the winner of the auction will receive an official

legal certainty of the auction in the auction object ownership. However, in practice there are problems as the

object of a lawsuit

against the auction, the fallacy of the auction office in the auction and the object the validity of the auction

itself. The problem is how the object auction HGB land above HPL , how protection against the winner of

the auction of land use rights related to revocation of government assets, and how the results of the

administrative court decision No.11 / G / 2009 / PTUN.Dps according to the legislation in force. Results of

the analysis is the author objects HGB auction No.80 / Desa Kesiman Petilan above HPL No.2 / Desa

Kesiman Petilan not received written permission from the holder of management rights to ensure HGB

to third parties so that PPAT should reject the manufacture APHT because it does not meet the juridical

data. Regarding legal protection against the winner of the auction for the license revocation request is not

followed by the cancellation of Right Management. Then the management right is still there, so the winner

of the

auction can still use and utilize the land in accordance HGB period is still valid. Results of the State
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Administrative Court's Decision No.11 / G / 2009 / PTUN.Dps in accordance with the legislation in force.


